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BUPATI BARRU 

PROVINS! SULAWESI BELATAll 

PERATURAK BUPATI BARRU 

lfOMOR Jn TAHUN 2015 

TEKTAlfQ 

SISTEK AKUlfTABILITAS KllfERJA ll'f8TAlf81 PEIIERllfTAH DI 
UlfOKUJl'OAJI' PEMERINTAH KABUPATEN BARRU 

DENOAN RAHIIAT TUHAlf YANG IIAHA E8A 

BUPATI 8ARRU, 

llealmbaac 

MeD&IDpt 

a. bahwa untuk melakeanakan ?eraturan Prcsidcn Nomor 
29 Tahun 2014 tcntang Sistem Akuntabihtas Kincrja 
lnstansi Pcmerintah, pcrlu menctapkan Slatem Akuntabilitas 
Kinerja di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Banu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbongan sebngaimnna d1makaud 
pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Hupati tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di 
Llngkungen Pemerintah Kabupaten Ba.rru; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 t.ent.ang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan 
Lembarun Negura Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 2t! Tahun 1999 t.entang 
Penyclenggaraan Negara yang Bersih clan Bcbe.s dari Korupsi, 
Kcluei, dun Nepotb,me (l.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Notm.>r 75, Ttunbti.httn t.embanm Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah 
dengan Unclang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
komisi Pembemntllsnn Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan t.embara.n Negara Rcpublik lndone!jil:l Nomor 
4250); 

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil 
Negara [Lembnnm Negum Republik Indonesia. Tahun 2014 
Nomor b, Tam'oahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang Undeng Nomor 23 Ta.hun 2014 tcntang 
Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Jndoncsitt Nomor ��7) scbagaimana tclah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang 
Pcrubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
(t.embaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 



58, Tambahan Lemhamn Negam Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pcngcndalian dan Evaluaai Pelaksanaan Rencana 
Pcmbangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Org11ni�11:<1i Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Taha.pan 
Tata Cara, Pcnyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelakeanaan Rencana Pembangunan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4689); 

8. Perauaren Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Diaiplin Pcgawoi Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S 135): 

9. Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 
2010 ten tang GrMd Deaign Reformaai Bil'Qkra6t 2010-1025; 

10. Pcraturan Presiden Republik lndonesm Nomor 29 Tuhun 
2014 t.ent.ang Siatem Akuntabilitas Kinerja Jnstans1 
Pcmerint.ah; 

11. Jnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformoe1 Birokl'osi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 
Map l<efonnas1 Birokrasi 2010-1014: 

13. Peraturllll Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasl Norn or 11 Tahun 2011 ten tang Kritena 
dan Ukurnn Kcbcrhasilan Rcfonnasi Birokrasi; 

14. ?t:r&Lunrn D1:1.i::r1<.h Kabuptll.en Barru Nomor 4 Tahun 2008 
Lentang Pembentukan Organisa.si dan Tata Kerja Sekretario.t 
Daerah dan Sekrctariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupa.ten Barru (Lembaran Oaerah Kabupatcn Barru 
Tahun 2008 Nomor 25, Ta.mbahan Lcmbaran Oacrah 
Ko.b.Barru Numur 2); 

15. ?eraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Pcmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Oinas 
Daerah K.abupaten Barru {Lembaran Oaerah Kabupaten 
Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tatnb.than Lembaran Daen, .. h 
Kabupaten Barru Nomor 3); 

16 .. Pcraturan Oaerah Kabupa.ten Barru Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Orgerusasr dan Ta.ta Kerja Inspektorat, 
Oadan Pen::ncanaan Pcmbangunan Dacrah dan Lc:mbaga 
Teknia Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru TvJ.1W1 2008 Nornor 27, Ta.mbahan 
Lembaran Oaerah Kabupatren Barru Nomor4); 
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17. Peraturan Daerah Kabupatcn Barru Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pembcntukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelumhan Pad.a Kabupatcn Barru; 

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Oarru Nomor 8 Tahun 2010 
tent.ang Pembentukan Organisasi dan Tat& Kerja Sadan 
Penanggulangan Bcnca.na Dacrah Kabupaten Barru; 

19. Pcraturan Uaerah Kabupaten l::larru Nomor l Tahun ztn I 
tcntang Pcmbentukan Organisasi dan Tat.a Kerja Badan 
Ketflh,:nian PAngfln KahupAtcn R,uru; 

20. Peraturan Daernh l(.Qbupaten bam..i Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pcmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelaksana Pcnyuluhan Pcrtanian, Perikanan dan Kehutanan 
Kabupatcn Barru; 

P&RATURAJf BUPATI BARRU TMTAlfO SISTEM 
.AXVlfTABIUTAS ICIJRRJA. DI UJlfOICUWGil PEMERIJIITA.H 
KABVPATEK BARRU . .... 

KETEJIITUAR Ulll1M 
....., 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupalen Barru. 
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Barru. 
3. Dupali adalah Kepala Dacrah Kabupalcn Barru. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah die.ingkat SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupatcn Barru. 
5. Sistcm Akuntabilitas Kincrja lnstan:sl Pemcrintah, yang selanjutnya 

diaingko.t SAKIP, adalo.h ro.ngkaian aiatcmatik do.ri bcrbo.go.i aktivitae, alat, dan 
proscdur yang dirancang untuk tujuan pcnctapan dan pcngukuran. 
pengumpulan data, pengklasifikaaian, pcngikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja Pemerintah Kabupaten BQITU. 

fl. Kinl!rjA Arialah k!!luarRn/hasil dari kl!giatan/pmgram yang telah atau 
hendak dicapai sehubungan dengan pcnggunaan anggaran dengan 
lruantit.as dan kualitas tcrukur. 

7. Keluaran (output) ada1ah bruang dan jasa yang dihasilkan olch kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pcncapa.ian sasaran dan ntjuan program 
dan kebijakan. 

8. Hasil (outcome) adalah segal.a sesuatu yang mencerrninken berfungsinya 
kcluaran dari kegiatan-kcgiatan dalam satu program. 

9. Kegiatan adalah bagian do.ri program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa satuan kerja pcrangkat daerah (SKPD) sebaga.i OOgian dari 
pencapeian sasaran tcrukur pada suatu program dan tcrchri dari 
sckumpulan tindakan pengerahan sumben:l.aya baik bcrupa personil, 
barang modal tennasuk pcralatan dan tcknologi, dana, atau kombina111 dari 
bebcrapa atau kcscmua jenis sumber daya tcrnebut scbagal masukan 
(mput) untuk menghaailkan kduaran (output) dalam bentuk bamng/jasa. 

IO. Program adalah pcnjabnmn kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPIJJ dalam bentuk upaya yang bcruu saru etau beberapa kegiatan dengan 
mcnggunakan sumberdaya yang di8Cdiakan untuk lllcncapai hasil yang 
terukur sesuai dengan misi SKPD. 
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11. Indikator Kinaja adalah ulruran keberha!llilan yang akan dioip,ai dari 

kinerja program dan kegiatan yang telag direncanakan. 
12. lndikator Kinerja program adalah ukuran atas hasil jout.oomc) dari suatu 

program yang merupakan pdaksanaan rugas pokok dan fungsi suatu SKPD. 
13. lndikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran alas keluaran (output) dari suatu 

kegiatan yang terkalt sceara logis dengan indicator klncrja program. 
14. lndika.tor Kinerja Utama adalah ukuran kebcrhasilan organisasi dalam 

mencapru nuuan dan merupakan ikhtisar basil berbagai program dan 
kegiatan sebe.gai penjabaran tugas dan fungsi SKPD. 

15. Laporan Kinerja ada1ah ikhtisar yang menjela&kan ooeara ringkee dan 
lcng.kap ten.tang capaian kinerja yang disueun berdasarkan rencana kerja 
yang dit.ctapkan delam rangka pdaksa.naan Anggara.n Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 

16. Perjanjian Kinerja adalah lember/dokumen yang berisikan penugasan dari 
Bupat.i kepe.da Kepala SKPD yang discrtai dengan indikator kinerja. 

17. Snso..ro.n (to.rget) odnlnh hnsil yang diha.raplcan dari suatu program, atau 
kelua.ran yang diharapkan dari suaru kegiatan. 

18. AkunUtbilitas Kinerja adalah pcrwujudan kcwajiban Pemerintah Kabupalen 
Barru/ SKPD untuk memperta.nggungjawabkan kcbcrhasilan/kcgagalan 
pclakAAnaan program dan kegiatan yang telah din.manatko.n para pemnnglcu 
kepemingan dalam rangka mencapai m1s1 Pemerintah Kabupaten 
Barru/SKPO scca.ra tcrukur dcngan sasaran/targct kincrja yang tclah 
ditetapkan pe,da dolcumen Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMDJ Kabupaten Barru/dokumen Rcncana Strategis (Rcnsll'a) SKPD, yang 
dilaporkan eecera pcriodik. 

19. Pcngguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewcnangan pcnsguna 
anggaran SKPO. 

20. Rcnca.na Kcrja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran 
Yllll8 bcrisi prognim dnn kegiotn.n SKPD ynng mCNpnknn penjnbnron dori 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD dalam 
satu t.ahun 11.llggafllll IK't"lit wigganm ywig diper!WUUI untuk 
melnkSlUUlktu\nyn. 

21.Apernt Pengawaa Intern Pemerintllh arlah,h Inspektorat. Oaemh Kobupnten 
Barru. 

BABU 
PElffELE1"0GARAAII' 8AKlP 

B•P•• Kesatu 
Um= ....... 

(l) Pcnyclcnggaraan SAK.JP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja 
eeeuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

(21 Penyelcnggaraan SAKJP 11Cbagaimana dimaksud pada ayat (11 dilaksanakan 
sccam eejaraa dan scsuai dengan pcnyclenggan.um Sistcm Akuntabilitas 
Pcmerintafum dan lllta Cllni pengendalian llerta cYaluosi pelaksanaen rencana 
pcmbangunan. ....... 

Pcnyclcnggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan okh Entitas Akunr.nbilita� 
Kmerja SKPD. ....... 
Penyelenggaraan SAKIP meliputi : 
a. Rencana Stratcgis: 
I.,. Plerja.nJi,1..11 Kmcrja; 
c. Pcngukuran Kinerja; 
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d. Pcngelolaan Data Kinerja; 
c. Pclaporan Kinerja; dan 
f. Reviu dan Evaluaai Kinerja 

Bepen Ke" 
Rencana Stn.tep ....... 

(l) PcmennLllh dttemh menyusun Rencanu Pt:mbtlngunan Jangka Mencngah 
Daerah (RR.IMO) Kabupaten Barru untuk periode 5 (lima) tahunan. 

(2) SKPD mt:nyusun �ncana Strategis sebagsd dokumen perencanaan SKPO 
untuk pcriode 5 (hma) tahunan. 

(3) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketc:ntuan pcraturan perundang·undangan . 

....... 
RPJMD dan Rencana Stratcgis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 mc:njadi 
landasan penyelcnggaraan SAKIP Ke.bupaten Barru dan Si\KIP SKPD. 

81iptn Keticl, 
PerjaDJiaa KlAerja 

Pual7 
(I) Sctiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam 

dokumcn pclaksanaan anggaran. 
(2\ Dokumen pelaksanaan anggaran 111ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadl dasar penyusunan Perjanjlan Kinerja . ....... 
(I) Sctiap SKPO menyusun lembar/dokumen Pcrjanjian Kinerje dengan 

memperhotiluln dokumen pelaksannnn o.nggnmn. 
(2) Pcrjanjian Kinerja sebaga.imana dimaksud pada ayat (I) disusun dengan 

mt:11cai1tumlui.n inilikai.or KinCI}l,l dan Ttt.rgt:l Kincrja. 
(3) lndikator Kinerja sebagairnana dimakeud pada nynt (2) nerue memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 
a. Spcsiflk (specific!; 
b. Dapnt terukur (measurable!; 
c, Dapat dicapai {atlainablej; 
d. Rekvan (releuw1�; 
e. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan 
r. Dapat dipantau dan dikumpulkan (tro:ckableJ, ....... 

(I) Untuk mcwujudkan Perjanjian Kincrja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
nynt (I), eeucp SKPD mcnyueun lembnr/dokumcn Perjnnjian Kinerja dengan 
menggunekan indik11tor kinerja kegiatan dan indikator kinerja program. 

(2) Lembar/dokumcn Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimak:md 
pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan SKPD bersama Bupati Banu. 

(3) Pemenntah Oaerah mengikhtisarkan perjartjian kinena tmgkat SKPD 
scbage.imana dimak:<1ud pada ayat (!) dalam bcntuk lcmbar/dokumcn 
pcrjanjian kincrja tingkat pemcrintah dacrah. 
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PuallO 
Pimpinan SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kincrja 
sesuru dengen lembar/dokumen perjanj1an kinerja dan anggaran yang tel.ah 
dialokasikan unluk masing-masing SKPD . .....,,, 
Penyusunan perjanjran lanerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
b, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati. 

Bagi.an Ke•mpat 
Pengukuran Ktnerja 

l'a-112 
(!) Setiap SKPD wajib melakukan pengukuran kinerja. 
(2) Pengukuran Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 

menggunakan lndikator Kinerja yang telah ditetapkan dala.m lembar/ 
dokumen Perjanjian Kinetja . 

.....,,. 
Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan 
cara: 
a membandingkan realisasi kfnerja dengan sasaran jtarget) kinerja yang 

dicantumkan dalam lcmbar/dokumcn Pcrjanjten Kincrja dalam rangka 
pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan/atau 

b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan 
dengan snsarnn (target) kinCIJ8 5 {lima) tahunan yang direncanakan dalam 
Renstra SKPD. 

BacJan Kellma 
Pengelolaan Data KiDerja 

Pua! 14 
(1) Sctiap SKPD we.jib mclakukan pcngclola.an da.t.a kinerja.. 
12) Pengclolaan data kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat j 11 

dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. 
(3) Pengelolaan data kinerja sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) 

mcmpcrt.imbangkan kcburuhan informasi p,8da setiap tingkatan organisasi, 
kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistcm 
akuntansi, dan statistik pemcrintah 

(4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup · 
a. Penetapan data dasar (baseline data); 
b. l\,nyed1aan instrument pcrolehan data berupa pencatatan dan regrstrasi; 
c Penatausahaan dan penyimpanan rlata; rlfln 
d. pengkompuasran dan perangkuman. 

Baglan Keen.am. 
Pelaporan Janerja Pua],. 

(1) Setiap SKPD wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi 
kerja dicapat berdasarkan Penggunaan Anggar,,n yang telah rlialoka<11kan 

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari Laporan 
Kincrja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan . ........ 

(1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalarn Paeal 15 ayat (2) 
adalah laporan kme!)a triwulan. 

(2) Laporan Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 11) drsampalkan 
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bersamaan dengan laporan keuangan triwullmAn. 
(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . ........ 
(1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

disampaikan pimpmai1 SKPD kepada Bupati mdalm Sekrctaris Daerah. 
(2) Lapomn Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud padn nyo.t fl) disampaikan 

bersamaan dengan laporan keuangan tahunan. 
(3) Laporan Kim:rja Tahunan SKPD disarnprukan oleh punpinan SKPD kepada 

Bupati, paling lambat 2 (dun) bulan setelah tahun anggamn berakhir . ........ 
Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan SKPD sebagaimana dimaksud de.lam 
Pasal 17 ayat (2), Bupati menyusun Lapomn Kmel)a tahunan Pemerintah Daerah 
dan menyampaikannya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Mentcri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/KeJ)llla Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Ment.eri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Refonnasi Birokras.i, dan Menten 
Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan Etetelah tahun anggaran berakhir. 

PaMl 19 
(l) Laporan Kmerja Tahunan sebagairnana dtmaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 

l 7 OCnsikan ringkasan lentang kduaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai 
dari program sebagairnana ditetapkan dahim dokumen pelaksanaan APBD 
dan PcrjanjU:l.n Kinerja. 

/21 Ringkasan tentang kcluaran dari kcgiatan dan basil yang dicap,::u dari 
program sebagaimana dimaksud da1am ayat (11 palmg sedikit menyajikan 
informasi tentang: 
a. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD; 
b. realisasi pencapaian target kmerja SKPD; 
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; 
d pembandingan capruan kinerja kegiatan dan program sampai dengan 

tahun bcrjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan 
dalarn Renstra SKPD. 

(3) Sekretaris Daerah bertanggUngjawab terhadap pcnyusunan Laporan Kinerja 
Tahunan Pemerintnh Daerah. 

Racl•n Ko'btjuh 
Revlu dau Eval119.•i 

Pual 20 
(1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah melakukan reviu alas Lapuran 

Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan 
sebelum dtsampa.ikan oleh Bupa.ti. 

(2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam 
pemyataan telah dircviu dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Brun.!. 

Pual21 
(1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah daerah me!akukan evaluasi atas 

implementas.i SAKIP dan/atau evaluasi kinerja SK.PD sesuai dengan 
kcburuhan berdasarkan kc:wenangannya. 

(2)Laporan Evaluasi etae implementasi SAKIP sebagnimana dimakaud dalam ayat 
(1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah daerah kepada 
Bupati. 

(3) Bupati menyampaiknn laporan evaluasi atas implementasi SAKIP 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepuda Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Brrokrasi, 

PaMl:112 
Ketentuan lebih lanjut menganai tata cara reviu atas lapornn kinerj11 dan 
evaluaal kiner:ia :scbaga.imana dimaksud dalam Pasel 20 clan Pttsal 21 
berpedoman pada ketentuan pemtumn perundang-undangan. 

BABlV 
KETENTUAN' PERAUHAM Pua!,. 

Pclakaammn SAKIP dari Januari 91lmpa.l ditctapkannya Pcreturan Oupati ini 
dinyatakon tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
pcrundang·undangan yang berlaku. 

BABY 
KETEMTUAll PBlfUTUP 

Pa•al 24 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan, agar set.lap 
orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangnya dalam berita Daerah 
Kabupatcn Barru. 

• 

2015 

• 

: Pembina Utamn Madya 
: 19610513 199002 I 002 

DERITA DAERAH KABUPATElf BARRU TAHUN' 2015 lfOMOR 
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